BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 2Z- TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengungkapan dan penyajian
Laporan keuangan yang lebih konsisten setiap
tahun anggaran perlu dilakukan Perubahan Peraturan
Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1)
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan
Pasal 4 ayat (5) Peréturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan' Berbasis Akrual bahwa
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah di atur dengan
Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2020 tentang

~ Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna;




Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 . Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5$587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



Menetapkan :

18,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemérintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 65
TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.



Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 65
Tahun 2020 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2020 Nomor 65) diubah sebagai berikut:
Mengubah Lampiran XIX Peraturan Bupati Natuna
Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi
'Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2020 Nomor 65).

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 7 Mduet 2022

‘&« BUPATI NATUNA,

Diundangkan di Ranai
pada tanggal F Mavelt 022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR W7



LAMPIRAN XIX

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 23 TAHUN 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NATUNA NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG  KEBIJAKAN  AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

KEBIJAKAN AKUNTANSI
ASET TETAP DAN PENYUSUTAN

A. UMUM
1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk

digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum,.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai

untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan

(material) dan perlengkapan (suplesi).

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah

sebagai berikut:

1) Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset %etap adalah tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian akun tanah
adalah sebagaimana Peraturan/Keputusan Bupati tentang Bagan
Akun Standar Pemerintah Kabupaten Natuna yang ditetapkan
tersendiri.
Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan

untuk pertanian, perkebunan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi

_ -ﬂm dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan
_ .Ejlll Mitor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya
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yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua
belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset
tetap. Peralatan dan mesin ini dapat berupa alat-alat besar, alat-alat
angkutan, alat bengkel, alat kantor, alat rumah tangga, alat
kedokteran, alat komunikasi, dan lain sebagainya. Rincian Akun
Peralatan dan Mesin adalah sebagaimana Peraturan Bupati tentang
Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten natuna yang ditetapkan
tersendiri.

Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Khusus untuk gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari
komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa
mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan
sarana pendingin Air Conditioning), dan komponen penunjang lain
yang antara lain berupa saluran air dan telepon.

Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung
tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara,
monumen/bangunan bersejarah, tugu, dan candi serta bangunan
sejenis lainnya. Dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk
pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah
yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam
kelompok Tanah, Rincian akun Gedung dan Bangunan adalah
sebagaimana Peraturan Bupati tentang Bagan Akun Standar
Pemerintah Kabupaten Natuna yang ditetapkan tersendiri.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan
yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau
dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan
pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk
dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya,
jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit
listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon serta

sejenis lainnya. Aset ini tidak termasuk tanah yang diperoleh atau



6)

7)

telah digunakan untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan.
Tanah yang tersebut dimasukkan dalam kelompok Tanah. Rincian
akun Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagaimana Peraturan
Bupati tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten natuna
yvang ditetapkan tersendiri.

Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh
dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah
dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi
perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/
kebudayaan/olah raga, hewan, dan tanaman. Termasuk dalam
kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya
renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu
ruangan kantor yang bukan miliknya. Rincian akun Aset Tetap
Lainnya adalah sebagaimana Peraturan/Keputusan Bupati tentang
Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten natuna yang ditetapkan
tersendiri.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang
dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan
belum selesai seluruhnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigaéi dan jaringan, dan aset tetap
lainnya, yang proses perolehannya dap/atau pembangunannya
membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
Rincian akun Konstruksi dalam Pengerjaan adalah sebagaimana
Peraturan/Keputusan Bupati tentang Bagan Akun Standar
Pemerintah Kabupaten natuna yang ditetapkan tersendiri.

Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan diberlakukan kepada aset selain Tanah dan
Konstruksi dalam Pengerjaan, yang menggambarkan
akumulasi/jumlah nilai yang disisihkan dari total nilai perolehan aset
tetap untuk mengakomodir nilai penyusutan dari aset tersebut. Nilai

penyusutan aset tetap setiap tahunnya dihitung dengan persentase



yang ditetapkan tersendiri dalam peraturan/keputusan kepala
daerah tersendiri.
Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah
daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disagjikan di pos aset
lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, seperti aset tetap yang dalam
kondisi rusak berat dan belum dihapuskan, maka aset tetap tersebut
disajikan sebagai aset lainnya.
B. PENGAKUAN -
Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh
dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat
andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya
dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum
dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan,
seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli
(akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap
tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas
aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan
penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi
kriteria sebagai berikut:
1. Mempunyai Masa Manfaat Lebih dari 12 Bulan
Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyal manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi
masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik
langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah.
Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan
belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir
ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima
manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya
tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum
hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
2. Biaya Perolehan Aset Dapat Diukur Secara Andal
Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau
diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya

berpindah.
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Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti
bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan
secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan
kendaraan bermotor.

. Tidak Dimaksudkan Untuk Dijual Dalam Operasi Normal Entitas

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh
pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan
dimaksudkan untuk dijual.

. Diperoleh Atau Dibangun Dengan Maksud Untuk Digunakan

Aset Tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan
untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.

. Memenuhi Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap yang Telah
Ditetapkan.

Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah
biaya (capitalization thresholds) dari aset tetap, yaitu untuk Peralatan
dan Mesin nilainya minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
Gedung dan Bangunan nilainya minimal sebesar Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) dan untuk kelompeok lainnya nilainya minimal

sebesar Rp1,00 (satu rupiah).

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas

akan diperlakukan sebagai beban.

Pengakuan aset tetap untuk masing-masing kelompok adalah sebagai
berikut:
1. Tanah

Tanah diakui sebagai aset tetap apabilé memenuhi kriteria berikut:

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

3) tidak dimaksudkan untuk dijual; dan

4) diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi,
maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik
pemerintah.

Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai
atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum
disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Atau terdapat tanah milik
pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak

terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan
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kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan

keuangan adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun

dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut

tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada
neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan /atau

digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat

dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan

Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak

lain.

dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah,

namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah

yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca
entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan Jatau

menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara

memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah
tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka
tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap
tanah pada neraca pemerintah daerah, ‘serta diungkapkan secara
memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangarn.

b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah
yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak
lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap
tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara
memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut
dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka
tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap
tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara

memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



5

dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan

maksud untuk digunakan,

Gedung dan bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah

diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat

penguasaannya berpindah secara hukum, misalnya akte jual beli atau

Berita Acara Serah Terima (BAST) serta telah siap dipakai.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian,

pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui

pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran

dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan

dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

Biaya perolehan yang telah diukur besarnya harus sama dengan nilai

satuan minimum kapitalisasi yang dijelaskan pada bagian pengukuran

kebijakan ini.

. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan,

Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat

lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara

handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas

dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan

telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat

penguasaannya berpindah sesuai berita acara serah terima (BAST) serta

telah siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya

dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun

melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal.

. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima

atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat

penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

1} besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang
berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh,;

2) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;

3) aset tetap tersebut masih dalam proses pengerjaan.



Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum
dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke
dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya
tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika

konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara

Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat

memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan.

Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, kebijakan ini memberikan

pedoman sebagai berikut:

1) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah
dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai
Aset Tetap Definitifnya.

2) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum
dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai
Aset Tetap definitifnya.

3) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti
vang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum
diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh
Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan
diungkapkan di dalam CaLK.

4) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan
telah digunakan/dimanfaatkan, makabagian yang digunakan/
dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP. |

5) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi
dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana
alam/force majeur) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab
asset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana
alam/force majeur dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi
alam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.

6) Apabila ada pemutusan kontrak pekerjaan, dimana Berita Acara
Serah Terima (BAST) dan atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik
Pekerjaan sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai 100%

(seratus persen) dan aset tetap tersebut belum bisa dimanfaatkan
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sesuai fungsinya, maka akan diakui sebagai KDP. Sebaliknya apabila
aset tetap tersebut dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya, meskipun
fisiknya belum selesai 100% (seratus persen), maka dapat diakui
sebagai aset tetap.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan

pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik,

ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa
penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP
dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP
tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini
diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan

pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan

memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain
yang dapat dipertaggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi
dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan diakui pada saat penghitungan tambahan nilai

penyusutan dari suatu aset tetap menurut teknis penyusutan yang

dilakukan sesuai aturan dan kebijakan yang dipedomani.

Aset Tetap Renovasi

Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan

milik pemerintah daerah, ketentuannya adalah sebagai berikut:

1) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis
dari aset tetap, misalnya perubahan fuhgsi gedung dari gudang
menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi
tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap renovasi. Apabila renovasi
atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis,
maka dianggap sebagai belanja operasional. Aset tetap renovasi
diklasifikasikan ke dalam aset tetap sesuai kelompoknya dan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun
buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi
sebagai aset tetap renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi
renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut

diperlakukan sebagai belanja operasional tahun berjalan.
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3) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material,
dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran
tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap renovasi. Apabila tidak
material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir 1 dan 2

di atas adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perolehan aset tetap, selain aset tetap renovasi, pada umumnya melalui

pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan aset

tetap melalui pembelian didahului dengan pengakuan pada belanja
modal.
C. PENGUKURAN
Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penilaian dan pengukuran
aset tetap adalah:
1. Biaya Perolehan/Nilai Wajar Pada Saat Perolehan

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset

tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan

maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat
perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang

dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk

memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai
dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk
dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau

konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat

diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke
kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan.

2. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum

kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan

disajikan sebagai aset tetap, namun disajikan sebagai beban dan
diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi berlaku untuk pengadaan baru

maupun biaya pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Nilai Satuan

Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran

untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa
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koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan

untuk proses belajar mengajar.

Nilai satuan minimum untuk peralatan dan mesin adalah sebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk bangunan gedung sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan untuk jenis aset tetap

yang lain nilai minimumnya Rp1,00 (satu rupiah) artinya berapa pun

nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai aset tetap.

. Pengeluardan Setelah Perolehan

Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran

pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai

berikut:

1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

a. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
b. bertambah umur ekonomis, dan/atau
c. bertambah volume, dan/atau

d. bertambah kapasitas produksi.

2) Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut
harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum
kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi dapat
berupa penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan,
reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

Dari uraian di atas, berdasarkan jenis aset tetap dapat digambarkan

kriteria penilaian dan pengukuran aset tetap sebagai berikut:

Tabel Kriteria Penilaian dan Pengukuran Aset Tetap
e
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Tanah

Harga perolehan
pembebasan tanah,
biaya yang

dikeluarkan dalam

rangka memperoleh

hak, biaya
pematangan,
pengukuran,

penimbunan, dll.

1,00

Peralatan
dan

Mesin

Biaya pembelian,
biaya pengangkutan,
biaya instalasi, serta
biaya langsung
lainnya untuk
memperoleh dan
mempersiapkan
sampai peralatan dan
mesin tersebut siap

digunakan

1.000.000,00

Gedung
dan
Bangun

an

Biaya konsultan
perencanaan maupun
pengawasan, harga
pembelian atau biaya
konstruksi, termasuk
biaya pengurusan
IMB, notaris, dan
pajak

10.000.000,00

. Manfaat ekonomi

. Sama dengan

atas aset tetap

yang dipelihara:

a. bertambah
ekonomis/efisi
en, dan/atau

b. bertambah
umur
ekonomis,
dan/ atau

c. bertambah
volume,
dan/atau

d. bertambah
kapasitas
produksi.

nilai satuan
minimum
kapitalisasi Aset
Tetap.
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“ Biéiya perolehan “

terdiri dari biaya
konsultan
perencanaan,
Jalan, konsultan
Jaringan, | pengawasan, biaya 1,00
& konstruksi dan biaya-
Instalasi | biaya lain yang
dikeluarkan sampai
jalan, jaringan, dan
instalasi tersebut

siap pakai

Seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk

Aset

memperoleh aset
Tetap . 1,00
tersebut sampai siap
Lainnya . B
pakai termasuk jika

diperlukan biaya

4. Biaya Perolehan Aset Tetap Gabungan
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara
gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan
tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset
tetap yang bersangkutan. :
5. Biaya Perolehan Aset Tetap Swakelola
Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola
meliputi antara lain:
1) biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku;
2) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
3) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan
aset tetap tersebut.
D. HAL-HAL KHUSUS TENTANG ASET TETAP
1. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap
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Setelah aset tetap diperoleh, terdapat pengeluaran-pengeluaran yang
berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut
dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau
renovasi. Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu
tahun, yaitu memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang
direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan kinerja, disebut dengan pengeluaran modal (capital
expenditure), seperti belanja rehabilitasi dan lain sejenisnya. Sedangkan
pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun
(termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap)
disebut dengan pengeluaran pendapatan (revenue expenditure), seperti
belanja pemeliharaan rutin.

Perbedaan antara capital expenditure atau revenue expenditure selain
dari menambah manfaat atau tidak, juga dapat dilihat dari besarnya
jumlah pengeluaran yang disebut dengan capitalization threshold (nilai
satuan minimum kapitalisasi aset) yang dapat diklasifikasi sebagai aset
tetap.

Kriteria suatu batasan jumlah biaya minimum (capitalization thresholds)
setelah perolehan pada aset tetap berupa peralatan dan mesin adalah
sebesar Rpl1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk gedung dan
bangunan adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran
modal (capital expenditure) atau sebagai pengeluaran pendapatan
(revenue expenditure). Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap
dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah
pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang
kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan
datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan kinerja. Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang hanya
dalam rangka mempertahankan kapasitas yang ada atau yang bersifat
pemeliharaan rutin, sehingga tidak memperpanjang masa manfaat atau
yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa
yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi,
atau peningkatan kinerja diperlakukan sebagai biaya (expenses).
Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah
biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat

atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang



akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau

peningkatan kinerja aset yang bersangkutan, berupa pengembangan

(peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap

tersebut) dan penggantian utama (memperbaharui bagian aset tetap).

Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang oleh karena

bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai

dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan

potensi ekonomik di masa depan, seperti pembangunan tanggul lumpur,

tanggul pemecah gelombang, tanggul penahan lahar dan lain sejenisnya

tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan

biasa (expenses) dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan

terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi harus didasarkan

pertimbangan teknis dari pihak-pihak yang kompeten dan berwenang.

. Pertukaran Aset Tetap

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu

entitas kepada entitas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran

sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos

semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu

nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan

dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang

ditransfer/diserahkan.

Ada beberapa alasan yang menyebd‘ﬁkan pemerintah daerah perlu

melakukan pertukaran, yaitu: :

1) Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya
tidak sesuai dengan tata ruang/tata kota;

2) Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;

3) Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpencar;

4) Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;

o) Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah
usang;

6) Tidak tersedia dana untuk pengadaan baru.

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila penguasaan atas

aset tetap tersebut telah berpindah dan nilai perolehan aset tetap hasil

pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal yang dituangkan dalam
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Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut,
pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan
terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK
Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut
dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap
pengganti.

Biaya dari pos pertukaran aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang
diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah
disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang
ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset
yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai
wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam
pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan
tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam
transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai
tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dicliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset
secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat
ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah
tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset
lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas setelah
mendapatkan persetujuan penghapusan harus dieliminasi dari Neraca
dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah daerah disebut sebagai
pemindahtanganan, dan dilakukan dengan cara:

a. dijual;

b. dipertukarkan,

c. dihibahkan; atau

d. dijadikan penyertaan modal daerah.

. Renovasi Aset Tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi

manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas,
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mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan

pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan memenuhi kriteria

kapitalisasi aset.

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut

memenuhi Kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satuan kerja atau

SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya.

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah

belanja modal aset terkait.

Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap

dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk

pengecatan gedung, suku cadang, merupakan pengeluaran yang
substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi
meskipun nilainya signifikan.

Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan SKPD dapat

dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1) Renovasi aset tetap milik sendiri, merupakan perbaikan aset tetap di
lingkungan SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi aset.

2) Renovasi aset tetap bukan milik dalam lingkup entitas pelaporan,
mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu SKPD yang
memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas
pelaporan.

Pada SKPD yang melakukan renovasi tidak mencatat sebagai
penambah nilai perolehan aset tetap terkait dan dibukukan sebagai
aset tetap lainnya aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai
kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan
renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai
pengerjaannya namun belum diserahterimakan pekerjaannya, maka
akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Apabila
akan diserahkan pada SKPD pemilik sesuai dokumen penyerahan
yang telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi
dari neraca SKPD yang melakukan renovasi dan SKPD pemilik akan
mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun
apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini
belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi
terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap

Lainnya-Aset Renovasi.
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3) Renovasi aset tetap bukan milik di luar lingkup entitas pelaporan,
yang meliputi renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya dan
renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta,
BUMN/D, yayasan dan lain-lain).

Sama halnya dengan butir 2 di atas dan apabila pada akhir masa
perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogianya
diserahkan pada pemilik sesuai Berita Acara Penyerahan/dokumen
yang dipersamakan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi
tersebut dieliminasi dari neraca SKPD dan pemilik akan mencatat
dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

5. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

1) Reklasifikasi Aset Tetap
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak
memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset
lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, hal ini yang disebut sebagai
reklasifikasi aset. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat
dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

2) Koreksi Aset Tetap

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang
tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang
seharusnya.
Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi
akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat
dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan
waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap
dilakukan pada saat ditemukan kesalahan:

3) DED (Detai Enginering Design)/jasa konsultansi perencanaan yang
dilaksanakan tidak dengan pekerjaan fisik pada tahun bersangkutan
dicatat dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Namun jika dalam kurun waktu 2 (dua) tahun anggaran berikutnya
tidak ada kepastian terkait pelaksanaan pekerjan fisiknya, maka
pada tahun ketiga DED (Detai Enginering Design)/jasa konsultansi
perencanaan tersebut di reklasifikasi pada aset tidak berwujud
Kajian.
6. Aset Tetap Di Luar Negeri
Kebijakan umum pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan

hubungan luar negeri yang merupakan salah satu komponen utama



dalam memperjuangkan NKRI. Begitu juga halnya dengan hubungan
adat dan kebudayaan. Interaksi yang diciptakan pemerintah daerah
dengan negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat harus
bersifat kondusif agar tetap dapat memajukan sikap saling pengertian
dan menghormati di antara masyarakat bangsa-bangsa. Untuk
melaksanakan kegiatan di luar negeri tersebut tentunya diperlukan
sarana dan prasarana yang memadai, antara lain wisma, dan aset tetap
lainnya.

Pada prinslipnya pengakuan aset tetap di luar negeri sama dengan
pengakuan aset tetap di dalam negeri, kecuali untuk tanah diatur lebih
khusus, yaitu pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya
dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta
perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan
Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang
bersifat permanen.

Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah
tersebut merupakan hak yang kuat di antara hak-hak atas tanah yang
ada di negara tersebut dengan tanpa batas waktu.

Apabila pembelian aset tetap dilakukan secara angsuran, maka aset
tetap diakui ketika aset tetap yang dibeli telah diserahkan kepada
pembeli dan perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang
sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi
debitur.

Pengukuran aset tetap luar negeri di ukur dengan nilai perolehan atau
apabila penilaian aset tetap dengan mernggunakan biaya perolehan tidak
dimungkinkan, maka nilai aset tetap didasarll_can pada nilai wajar pada
saat perolehan. -

Selain itu, karena pembelian aset tetap di luar negeri umumnya
menggunakan mata uang asing, maka harus dibukukan dalam mata
uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut
menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap
yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset

yang bersangkutan,
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Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai
pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan
dalam laporan operasional.

Langkah dan prosedur penyusutan adalah sebagai berikut:

1) mengidentifikasi aset tetap yang dapat disusutkan dalam daftar
rincian barang;

2) mengelompokkan aset tetap dalam artian aset individual atau
berkelompok;

3) menetapkan nilai wajar aset tetap, dalam hal ini dapat
digunakan harga perolehan;

4) menetapkan nilai yang dapat disusutkan;

S5) menghitung penyusutan, secara umum menggunakan metode
garis lurus karena unit masa manfaat kurang spesifik dan tidak
terkuantifikasi, atau kalaupun spesifik dan terkuantifikasi tetapi
perhitungan ingin dilakukan semudah mungkin sehingga
penyusutan lebih logis dan proporsional;

6) Perhitungan dilakukan setiap akhir tahun dengan menghitung
penyusutan Per Bulan;

7) mencatat penyusutan ke dalam jurnal;

8) menyajikan penyusutan pada akun akumulasi penyusutan
(neraca) dan beban penyusutan-LO;

9) mengungkapkan penyusutan dalam CaLK.

Tujuan dilakukannya penyusutan aset tetap adalah untuk:

1) menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat
eckonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah;

2) mengetahui potensi aset tetap dengan memperkirakan sisa masa
manfaat suatu aset tetap yang masih dapat diharapkan dapat
diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;

3) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis
dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal
untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:

1) peralatan dan mesin;

2) gedung dan bangunan;

3) jalan, irigasi, dan jaringan;
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Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca
berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana
layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

1) aset tetap berupa tanah, baik yang digunakan untuk operasional
pemerintah daerah maupun yang dimanfaatkan oleh pihak lain;

2) aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset
tersebut’siap untuk dioperasionalkan dan direklasifikasi ke jenis aset
tetap yang bersangkutan;

3) aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan;

4) aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber
yang sah dan diusulkan untuk dilakukan penghapusannya;

S) aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang diusulkan
kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan, dan

6) aset lain-lain yang berasal dari aset tetap yang tidak memenuhi nilai
minimum kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan

tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan

penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat
digunakan atau mati.

Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang

sah dan diusulkan untuk dilakukan penghapusannya direklasifikasi ke

aset lainnya pada Neraca, dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

Dalam hal keputusan penghapusan mengenai aset tetap yang hilang

telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka aset tetap tersebut

dapat dihapusbukukan.

Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang diusulkan

untuk dihapuskan direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya pada Neraca,

dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah

diusulkan penghapusannya, di kemudian hari ditemukan, maka

terhadap aset tetap tersebut direklasifikasi kembali ke aset tetap, dan
disusutkan sesuai sisa umur manfaatnya.

Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai

aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai

yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap
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penyusutan aset tetap tersebut, yang meliputi penyesuaian atas nilai

yang dapat disusutkan, dan nilai akumulasi penyusutan.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset

tetap tanpa ada nilai residu, yaitu nilai buku suatu aset tetap pada akhir

masa manfaat. _

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran

dan tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada

nilai bukt akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya

penyusutan.

Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan

faktor-faktor:

1} daya pakai; dan

2) tingkat keausan fisik dan/atau keusangan, dari Aset Tetap yang
bersangkutan.

Penetapan masa manfaat aset tetap pada awal penerapan penyusutan

dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok aset tetap.

Masa manfaat aset tetap tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali:

1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; dan
atau

2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau
kapasitas manfaat; dan atau

3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang
baru diketahui di kemudian hari.

Masa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap

tercantum dalam tabel berikut:

TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP

-

| ASET TETAP

Peralatan dan Mesin
01 | Alat-Alat Besar Darat 10
02 | Alat-Alat Besar Apung
03 | Alat-alat Bantu

04 | Alat Angkutan Darat Bermotor

e T N e e
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05 | Alat Angkutan Berat Tak Bermotor
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Alat Angkut Apung Bermotor |

113|206 10

1]3]2|07]| Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3

1|3 ]2]|08| Alat Angkut Bermotor Udara 20

113|209 | Alat Bengkel Bermesin 10

1[3]2710|Alat Bengkel Tak Bermesin S

1{3]2]11 | Alat Ukur S

1[3]|2]| 12| Alat Pengolahan Pertanian 4

1|3]2| 13| Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat 4
Penyimpan Pertanian

1|3 |2]| 14 | Alat Kantor S

113|215 | Alat Rumah Tangga )

1|3 |2] 16 | Peralatan Komputer 4

113]2]17 | Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 5
Pejabat

1/3]2] 18] Alat Studio

113|219 | Alat Komunikasi

13| 2|20 | Peralatan Pemancar 10

1[3]|2]21 | Alat Kedokteran

1|3 ]2]|22] Alat Kesehatan

1|3]2 |23 | Unit-Unit Laboratorium 8

1|3 |2 |24 | Alat Peraga/Praktek Sekolah 10

113]2 |25 | Unit Alat Laboratorium Kimia 15
Nuklir l

1|3 ]2|26| Alat Laboratorium Fisika Nuklir / 15
Elektronika

113|227 | Alat Proteksi Radiasi / Proteksi 10
Lingkungan

131|228 | Radiation Aplication and Non 10
Destructive Testing Laboratory
(BATAM)

1|3]2|29] Alat Laboratorium Lingkungan 7
Hidup

1|3 |2 ]| 30| Peralatan Laboratorium 15




-25-

e
ika

Hidrodinam
113]2]|31]| Senjata Api 10
1|3 |2 |32| Persenjataan Non Senjata Api
113 |2]33|Alat Keamanan dan Perlindungan
1,33 Gedung dan Bangunan
1|3 |3]|01 | Bangunan Gedung Tempat Kerja 50
1|3 |3 |02 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50
13| 3|03 |Bangunan Menara 40
1|3 |3 |04 | Bangunan Bersejarah 50
1|3 |3 |05 | Tugu Peringatan 50
1|3|3]|06 | Candi 50
113 |3|07| Monumen/Bangunan Bersejarah 50
113|308 |Tugu Peringatan Lain S0
1|3 |3 |09 | Tugu Titik Kontrol/Pasti 50
1|3 |3 |10 | Rambu-Rambu 50
113|3]| 11| Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 50
1134 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1[3|4|01 |Jalan 10
1|3 |4 |02 |Jembatan 50
1|3 |4 |03 | Bangunan Air Irigasi 50
1|3 |4 |04 | Bangunan Air Pasang Surut 50
113 |4]| 05 |Bangunan Air Rawa ; 25
1|3 |4 |06 | Bangunan Pengaman Sungai dan 10
Penanggulangan Bencana Alam
1|3 |4 |07 | Bangunan Pengembangan Sumber 30
Ailr dan Air Tanah
1|3 |4 |08 |Bangunan Air Bersih/Baku 40
1|3 |4 |09 | Bangunan Air Kotor 40
1|34 |10 | Bangunan Air 40
1{3|4 |11 |Instalasi Air Minum/Air Bersih 30
113|412 | Instalasi Air Kotor 30
1|3 |4 |13 |Instalasi Pengolahan Sampah 10
1|3 |4 14 | Instalasi Pengolahan Bahan 10
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| Banguan
113 |4 |15 | Instalasi Pembangkit Listrik 40
1|3 |4 |16 | Instalasi Gardu Listrik 40
113|417 | Instalasi Pertahanan 30
1|3]4 18| Instalasi Gas 30
113|419 Instalasi Pengaman 20
113 ]4 |20 |Jaringan Air Minum 30
113|421 |Jaringan Listrik 40
1|3 |4 |22 Jaringan Telepon 20
1131|423 |Jaringan Gas 30

Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau
kapasitas meliputi:

1) renovasi;

2) restorasi; atau

3) overhaul.

Perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan dilakukan
dengan berpedoman pada tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

Akibat Perbaikan yang disajikan di bawah ini:

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP
AKIBAT PERBAIKAN

: o)
'1- 310201 00 Alat Besar

130201 |01 | Alat Besar Darat Overhaul >0% s.d. 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%




02 | 01 | 02 | Alat Besar Apung Overhaul | >0% s.d. 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%
02 |01 | 03 | Alat Bantu Overhaul | >0% s.d. 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%
02 | 02 | 00 | Alat Angkutan
02 | 02 | 01 | Alat Angkutan Overhaul | >0% s.d. 25%
Darat
Bermotor
>25% s.d 50%
>350% s.d 75%
>75%
s.d.100%
02 | 02 | 02 | Alat Angkutan Ox:n;rhaul >0% s.d. 25%
Darat Tak ¥ |k
Bermotor '
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75%
s.d.100%
02 | 02 | 03 | Alat Angkutan Overhaul | >0% s.d. 25%
Apung
Bermotor

>25% s.d 50%
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[ >50% s.d

>75%
s.d.100%
3102 |02 |04 | Alat Angkutan Renovasi >0% s.d. 25% 1
Apung Tak
Bermotor
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1
>75% 2
s.d.100%
3102|02 |05 | Alat Angkutan Overhaul | >0% s.d. 25% 3
Bermotor Udara
>25% s.d 50%
>50% s.d 75% 9
>75% 12
s.d.100%
3|02 |03 |00 | Alat Bengkel dan
Alat Ukur
3102 |03 |01 | Alat Bengkel 0verhaul >0% s.d. 25% 1
Bermesin
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75%
5.d.100%
3102 |03 |02 | Alat Bengkel Tak Renovasi >0% s.d. 25% 0
Bermesin
>25% s.d 50% 0




>50% s.d 75%

>75%
s.d.100%

02

03

03

Alat Ukur

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75%
s.d.100%

W N ] =

02

04

00

Alat Pertanian

02

04

01

Alat Pengolahan

Qverhaul

>0% s.d. 20%

>21% s:d 40%

>51% s.d 75%

02

05

00

Alat Kantor dan
Rumah Tangga

02

05

01

Alat Kantor

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

kar

>50% s.d 75%

>75%
s.d.100%

W N~ O

02

05

02

Alat Rumah Tangga

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75%
s.d.100%

W N = O

02

06

00

Alat Studio,

Komunikasi dan




Pemancar

02

06

Alat Studio

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75%
5.d.100%

Wl N =] =

02

06

02

Alat Komunikasi

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>30% s.d 75%

>75%
s.d.100%

Wl N —=] —

02

06

03

Peralatan

Pemancar

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75%
s.d.100%

R
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02

06

04

Peralatan
Komunikasi

Navigasi

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75%
s.d.100%

02

07

00

Alat Kedokteran
dan

Kesehatan




3

07

.01....

'P‘Llat

d. 25%

02 0
‘ >25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% 3
s.d.100%
1{3]02 |07 |02 |Alat Kesehatan Overhaul | >0% s.d. 25% 0
Umum
>25% s.d 50% if
>50% s.d 75%
>75% 3
5.d.100%
1 02 [ 08 | 00 | Alat laboratorium
1 02 | 08 | 01 | Unit Alat Overhaul | >0% s.d. 25% 2,
laboratorium
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75%
s.d.100%
113|102 |08| 02| Unit Alat Overhaul | >0% s.d. 25% 3
laboratorium
Kimia Nuklir
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75%
s.d.100%
113|02|08 |03 |Alat Laboratorium | Overhaul | >0% s.d. 25% 3




Fisika

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75%
s.d.100%
02 | 08 | 04 | Alat Proteksi Overhaul | >0% s.d. 25%
radiasi / Proteksi
Lingkungan
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75%
s.d.100%
02 | 08 | 05 | Radiation Overhaul | >0% s.d. 25%
Application & Non
Destructive Testing
Laboratory
' >25% s.d 50%
b |.550% s.d 75%
>75%
s.d.100%
02 | 08 | 06 | Alat laboratorium Overhaul | >0% s.d. 25%

Lingkungan Hidup

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75%
s.d.100%




02 | 08 | 07 | Peralatan Overhaul | >0% s.d. 25%
* | Laboratorium
Hidrodinamika
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75%
s.d.100%
02 (08 [ 08 | Alat laboratorium Overhaul | >0% s.d. 25%
Standarisasi
Kalibrasi &
Instrumentasi :
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75%
s.d.100%
02 | 08 | 09 | Alat Persenjataan Overhaul | >0% s.d. 25%
Senjata Api
‘ | T>35% 5.4 50%
>50% s.d 75%
>75%
s.d.100%
02 | 08 | 10 | Persenjataan Non Renovasi | >0% s.d. 25%

Senjata Api

>25% s.d 50%

>30% s.d 75%

>75%
s.d.100%
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Senjata Sinar

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75%
s5.d.100%

N O O ©

02

08

12

Alat Khusus

Kepolisian

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>30% s.d 75%

>75%
s5.d.100%

02

10

00

Komputer

02

10

01

Komputer Unit

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>30% s.d 75%

>75%
8.d.100%
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02

10

02

Peralatan

Komputer

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75%
5.d.100%

02

11

00

Alat Eksplorasi

02

11

01

Alat Eksplorasi

Overhaul

>0% s.d. 25%




. >25% s.d 50%
>350% s.d 75%
>75%
s.d.100%
02|11 | 02| Alat Eksplorasi Overhaul | >0% s.d. 25%
Geofisika
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75%
$.d.100%
02|12 | 00 | Alat Pengeboran
02|12 | 01 | Alat Pengeboran Overhaul | >0% s.d. 25%
Mesin
>25% s.d 50%
- >50% s.d 75%
>75%
|7 5.d.100%
02 | 12 | 02 | Alat Pengeboran Renovasi >0% s.d. 25%
Non Mesin
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75%
$.d.100%
02 (13 | 00 | Alat Produksi
Pengolahan dan




Pemurnian

02

13

01

Sumur

Renovasi

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75%
s.d.100%

B | =] O

02

13

02

Produksi

Renovasi

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>350% s.d 75%

>75%
s.d.100%

N~ = O

02

13

03

Pengolahan dan

Pemurnian

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75%
s.d.100%

02

14

00

Alat Bantu
Eksplorasi

02

14

01

Alat Bantu
Eksplorasi

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75%
s.d.100%




02

14

02

Alat Bantu
Produksi

Qverhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75%
s.d.100%

02

15

00

Alat keselamatan

Kerja

02

15

01

Alat Deteksi

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75%
s5.d.100%

W N N —

02

15

02

Alat Pelindung

Renovasi

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

war

>75%
"s.d.100%

N =] O O

02

15

03

Alat Sar

Renovasi

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75%
s.d.100%

B =] =] O

02

15

04

Alat Kerja

Penerbang

QOverhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%




>50% s.d 75%

>75%
s.d.100%
02 | 16 | 00 | Alat Peraga
02|16 | 01 | Alat Peraga Overhaul | >0% s.d. 25%
Pelatihan dan
Percontohan
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75%
s.d.100%
02 | 17 | O0 | Peralatan Proses /
Produksi
02|17 | 01 | Unit Peralatan Overhaul | >0% s.d. 25%
Proses / Produksi .
= >25% s.d 50%
>50% s.d 75%
5%
| s.d.100%
02 | 18 | 00 | Rambu-rambu
02 | 18 | 01 | Rambu-rambu Lalu | Overhaul | >0% s.d. 25%

lintas Darat

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75%
s.d.100%




02 | 18 | 02 | Rambu-rambu Lalu | Overhaul | >0% s.d. 25% 1
* | lintas Udara
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75%
s.d.100%
02 | 18 | 03 | Rambu-rambu Lalu | Overhaul |>0% s.d. 25% 1
lintas Laut
>25% s.d 50%
>50% s.d 75% 2
>75%
s.d.100%
02 | 19 | 00 | Peralatan Olah
Raga :
02119 | 01 | Peralatan Olah Renovasi | >0% s.d. 25% 1
Raga i
: 3;25% s.d 50%
. >50% s.d 75%
>75%
s.d.100%
03 |01 | 00 | Bangunan Gedung
03|01 | 01 | Bangunan Gedung | Renovasi |>0% s.d. 25% S
Tempat Kerja
>25% s.d 50% 10
>50% s.d 75% 15
>75% 50

s.d.100%




03 | 01 | 02 | Bangunan Gedung | Renovasi |>0% s.d. 30% 5
Tempat Tinggal
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
03 | 02 | 00 [ Monumen
03 | 02 | 00 | Candi/ Tugu Renovasi | >0% s.d. 30% S
Peringatan /
Prasasti
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
03 | 03 | 00 | Bangunan Menara
03 | 03 [ 01 | Bangunan Menara | Renovasi |>0% s.d. 30% )
Perambuan
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
03 | 04 | 00 | Tugu Titik Kontrol V1.
03|04 | 01 | Tugu/Tanda Batas Renovasi | >0% s.d. 30% 5
| >30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
04 |01 | 00 | Jalan dan
Jembatan
04|01 |01 | Jalan Renovasi | >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 60%
>60% s.d 10

100%




T04

02

IJ eiﬁbatan

Renovasi

|'>0% s.d. 30%

01
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
04 | 02 | 00 | Bangunan Air
04 | 02 | 01 | Bangunan Air Renovasi | >0% s.d. 5% 2
Irigasi
>5% s.d 10% 5
>10% s.d 20% 10
04 | 02 | 02 | Bangunan Renovasi | >0% s.d. 5% 2
Pengairan
Pasang Surut
>5% s.d 10% S
>10% s.d 20% 10
04 | 02 | 03 | Bangunan Renovasi | >0% s.d. 5% 1
Pengembangan
Rawa dan Polder
>5% s.d 10%
>10% s.d 20%
04 | 02 | 04 | Bangunan Renovasi | >0% s.d. 5% 1
Pengaman
Sungai/Pantai &
Penanggulangan
Bencana Alam
>5% s.d 10% 2
>10% s.d 20%
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s Tor 0205 Bangunan Renovas1 : >O%sd 1 -
Pengembangan
Sumber air dan
Tanah
>5% s.d 10%
>10% s.d 20% 3
13|04 |02 |06 | Bangunan Air Renovasi | >0% s.d. 30% S
Bersih/ Air Baku
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
113|104 (02|07 | Bangunan Air Renovasi | >0% s.d. 30% 5
Kotor
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
113104 |03]|00 |Instalasi
11304 |03]|01 |Instalasi Air Renovasi | >0% s.d. 30% 2
Bersih /Air
baku
>30% s.d 45% T
>45% s.d 65% 10
113]04|03|02|Instalasi Air Kotor | Renovasi | >0% s.d. 30%
>30% s.d 45% ¥
>45% s.d 65% 10
113104 |03]|03|Instalasi Renovasi |>0% s.d. 30% 1
Pengolahan
Sampah




>30% s.d 45%

>45% s.d 65%

04 | 03 | 04 | Instalasi Renovasi | >0% s.d. 30% 1
Pengolahan Bahan
Bangunan
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%
04 | 03 | 05 | Instalasi Renovasi | >0% s.d. 30% S
Pembangkit Listrik
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
04 | 03 | 06 | Instalasi gardu Renovasi | >0% s.d. 30% 5
Listrik
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
04 | 03 | 07 | Instalasi Renovasi’ | >0% s.d. 30% 1
Pertahanan |
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%
04 | 03 | 08 | Instalasi gas Renovasi | >0% s.d. 30% S
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
04 | 03 | 09 | Instalasi Pengaman | Renovasi | >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 1




>45% s.d 65% 3
04 | 03 | 10 | Instalasi Lain Renovasi | >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45%
>45% s.d 65% 3
04 | 04 | 00 | Jaringan
04 | 04 | 01 | Jaringan Air Overhaul | >0% s.d. 30% 2
Minum
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
04 | 04 | 02 | Jaringan Listrik Overhaul | >0% s.d. 30% S
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
04 | 04 | O3 | Jaringan Telepon Overhaul | >0% s.d. 30%
e >30% s.d 45%
' >45% s.d 65% 10
04 | 04 | 04 | Jaringan Gas Overhaul | >0% s.d. 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65% 10
05 |07 | 00 | ASET TETAP
DALAM RENOVASI
05| 07 | 00 | Peralatan dan Overhaul | >0% s.d. 100% 2

Mesin dalam

renovasi




3]05|07 | 00 | Gedung dan Renovasi | >0% s.d. 30% 5
bangunan

dalam Renovasi

3|05 |07 | 00 | Jaringan Irigasi Renovasi | >30% s.d 45% 10
dan /Overhaul

Jaringan dalam

Renovasi
>45% s.d 65% 15
>0% s.d. 100% 5
05 | 00 | 00 | Aset Tetap Lainnya
05 | 02 | 02 | Barang bercorak Overhaul | >0% s.d. 25% 0
kebudayaan
»>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75%
>75% 3
s.d.100%

Akumulasi sisa masa manfaat dan penambahan masa manfaat sebagai
dampak atas pengembangan nilai aset yang menambah umur ekonomis,
tidak dapat melebihi tabel masa manfaat.

Masa manfaat aset tetap dapat diusulkan untuk diubah oleh pengguna
barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa masa manfaat aset
tetap dengan kondisi aset tetap.

Usulan perubahan dalam rangka kesesuaian sisa masa manfaat aset
tetap dengan kondisi aset tetap dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab
yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa masa
manfaat aset tetap tidak sesuai dengan kondisi aset tetap.

Perubahan masa manfaat aset tetap ditetapkan oleh Bupati natuna atau

Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati natuna.
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Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis

lurus, yaitu dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat

disusutkan dari aset tetap secara merata selama masa manfaat.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan oleh

Pengurus Barang pada tingkat Pengguna Barang. Hasil penghitungan

dan pencatatan penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh Pengurus

Barang disahkan oleh Pengguna Barang, dan selanjutnya menjadi dasar

pencatatan akuntansi oleh PPK SKPD.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam

satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah

terkecil. Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak

diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset

tetap.

Penyusutan aset tetap disajikan sebagai akumulasi penyusutan di

Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan

pengurang pos aset tetap di Neraca.

Informasi mengenai penyusutan aset tetap diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan yang

sekurang-kurangnya memuat:

1) nilai penyusutan;

2) metode penyusutan yang digunakan;

3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan

4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir
periode.

Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis

masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan

menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.

Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta

dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap aset tetap mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aset tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan aset

tetap, dikenakan koreksi penyusutan aset tetap sebagai dasar

penyusunan Neraca Restatement Pemerintah Kabupaten natuna per 1

Januari 2015,

Koreksi penyusutan aset tetap diperhitungkan sebagai penambah nilai

akun akumulasi penyusutan aset tetap dan pengurang nilai ekuitas
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pada neraca, serta diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada

periode diberlakukannya penyusutan. Dikecualikan untuk aset tetap

yang sudah dihapuskan pada periode sebelum diberlakukannya
penyusutan aset tetap.

Perhitungan penyusutan atas aset tetap yang dinilai ulang pada tahun

2007 adalah sebagai berikut:

1) Masa manfaat adalah selisih antara masa manfaat sesuai Tabel Masa
Manfaat untuk Aset Tetap yang bersangkutan dikurangi dengan masa
manfaat yang telah terpakai sampai dengan tahun 31 Desember
2006.

2) Nilai penyusutan dihitung dengan masa manfaat sejak tahun 1
Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2014 dibagi dengan sisa
masa manfaat dikalikan dengan nilai aset,

8. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara

gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut

berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang
bersangkutan.
9. Perolehan Aset Tetap dari Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar

nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui

sebagai pendapatan operasional.
10. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah

unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan

atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. °

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus

dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya

pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang
berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi
dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
E. PENYAJIAN
‘Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi
akumulasi penyusutan. Apabila terjadi penilaian kembali, maka aset tetap
akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap

dan akun ekuitas.
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Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan
Laporan Operasional. Penyusutan disajikan dalam neraca dengan akun
akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap.
Penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai beban
penyusutan. Neraca menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai
perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran
potensi manfaat dari aset tetap yang bersangkutan dapat diketahui.

Berikut penyajian aset tetap dalam Neraca:

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
N e =S
1.1. Aset Lancar XXX XXX
1.2. Investasi Jangka Panjang: XXX XXX
I3 Aset Tetap XXX XXX
1.3.01. | Tanah XXX XXX
1.3.02. | Peralatan dan Mesin XXX XXX
1.3.03. | Gedung dan Bangunan XXX XXX
1.3.04. | Jalan, Jaringan, dan Irigasi XXX XXX
1.3.05. | Aset Tetap Lainnya XXX XXX
1.3.06. | Konstruksi dalam Pengerjaan XXX XXX
1.3.07. | Akumulasi Penyusutan XXX XXX

F. PENGUNGKAPAN
Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan
untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai ber:ikut:
1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
(carrying amount).
2. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset
tetap.
3. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan:
1) penambahan aset (pembelian, hibah/donasi, pertukaran, reklasifikasi
dan lain-lain);
2) pengurangan aset (penjualan , penghapusan, reklasifikasi dan lain-

lain);
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3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
4) mutasi aset tetap lainnya.
4. Informasi penyusutan, meliputi:

1) nilai penyusutan;

2) metode penyusutan yang digunakan;

3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan,;

4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir
periode.*

5. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

1) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

2) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset
tetap;

3} jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;

4) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

6. Untuk KDP perlu diungkapkan:

1) rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka
waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;

2) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan;

3) jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;

4) Uang Muka Kerja yang telah diberikan sampai dengan tanggal
neraca;

5) jumlah retensi (yaitu prosentase dari nilai penyelesaian yang akan
digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh
kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak).

7. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis,

kondisi dan lokasi aset dimaksud.

BUPATI NATUNA




